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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pengelolaan dan kebijakan yang dilakukan dalam 

melestarikan Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – 

Juli 2021, dimana metode dasar penelitian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif. Data dikumpulkan dengan 

metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Realisasi pengelolaan Kawasan 

Hutan Lindung Jompi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna belum sesuai peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku diantaranya yaitu: UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 44 Tahun 2004 

tentang Perencanaan Kehutanan dan Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan 

Lindung, sehingga belum menjamin pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi yang lestari. 

Selain itu, masih terdapatnya banyak tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang semakin 

menambah eskalasi kerusakan  hutan. (2) kebijakan yang perlu dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Jompi 

Kabupaten Muna adalah a) desain perencanaan dan penataan Kawasan Hutan yang lebih komprehensif dengan 

melibatkan berbagai elemen, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masysarakat (LSM) maupun 

masyarakat, b) struktur organisasi kesatuan pengelolaan hutan yang baik ditopang sumberdaya manusia yang 

profesional dan memadai, c) implementasi pelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan 

hutan, sehingga mereka tidak menggantungkan hidupnya pada hutan lindung, d) sosialisasi pelestarian 

kawasan hutan lindung Jompi yang intensif baik melalui media cetak dan online, maupun melalui forum kajian 

dan diskusi. 

 

Kata Kunci : Hutan Lindung, Kebijakan, Pengelolaan, Upaya Pelestarian 
 

Abstract 

This research aims to determine the realization of management and policies carried out in preserving the Jompi 

Protected Forest Area, Muna Regency. The research was carried out in June - July 2021, where the basic 

method of this research was descriptive analytical qualitative. Data was collected using observation and 

interview methods. The research results show that: (1) The realization of management of the Jompi Protected 

Forest Area by the Muna Regency Forestry Service does not comply with applicable regulations and 

legislation, including: Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, PP No. 44 of 2004 concerning Forestry 

Planning and Presidential Decree no. 32 of 1990 concerning Management of Protected Forest Areas, so it does 

not guarantee the implementation of sustainable management of the Jompi Protected Forest Area. Apart from 

that, there are still many violations committed by the community which further increase the escalation of forest 

destruction. (2) the policies that need to be implemented in the Jompi Protected Forest Area, Muna Regency 

are a) a more comprehensive planning and structuring design of the Forest Area involving various elements, 

including central, regional government, non-governmental organizations (NGOs) and the community, b) 

organizational structure good forest management unity supported by professional and adequate human 

resources, c) implementation of forest conservation, empowerment of communities around forest areas, so that 

they do not depend on protected forests for their livelihoods, d) intensive socialization of conservation of Jompi 

protected forest areas both through print and online media , as well as through study and discussion forums. 
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PENDAHULUAN 
 

 Indonesia dikenal memiliki Hutan Tropis yang cukup luas dengan keanekaragaman yang 

sangat tinggi dan bahkan tertinggi ketiga setelah Brazil dan Afrika (Achmaliadi, 2001 dalam 

Maulana et al., 2019 ; Malik et al., 2020 ). Nurofiq et al.  (2020) ; Maskun et al. (2022) ; Rukminda 

et al. (2020), menyebutkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120 

juta hektar atau sekitar 64 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Arista et al. (2023) ; 

Nazifah et al. (2020) ; Alfian dan Heniarti (2020), Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal 

bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).  

 Seiring berjalannya waktu dan tingkat kebutuhan kayu semakin meningkat, mendorong 

masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak 

memperhatikan kelestariannya (Sadad, 2018). Menurut Narindrani (2018) ; Ekawati et al. (2021) ; 

Dekiawati (2022) menyatakan bahwa, Eksploitasi hasil hutan biasanya dilakukan secara ilegal seperti 

melakukan pembalakan liar, perambahan, pencurian yang mengakibat kerusakan hutan di Indonesia 

tidak terkendali (laju kerusakan hutan di Indonesia 2,8 juta hektar per tahun). Akibatnya, kerusakan 

hutan atau lingkungan yang tak terkendali menyebapkan luas hutan semakin menurun, lahan kritis 

semakin bertambah, dan sering terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya 

(Walz et al., 2021 ; Sitorus and Pravitasari, 2017). 

 Kerusakan hutan telah terjadi sejak lama, tidak hanya pada hutan produksi akan tetapi juga 

telah meluas pada hutan lindung (Sadad, 2018 ; Dako et al., 2018 ; Fardianysah et al., 2022 ; Rasyid, 

2014). Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, 

dan memelihara kesuburan tanah (Presiden Republik Indonesia, 1999). Untuk itu, hutan lindung 

perlu perhatian yang serius dari semua pihak agar kelestariannya tetap terjamin (Imran dan Anwar, 

2019 ; Stiqomah et al., 2022).  

 Kabupaten Muna adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Luas 

kawasan hutan Kabupaten Muna adalah ± 237.377 ha atau 51,3% dari seluruh luas wilayah 

Kabupaten Muna. Dari luas kawasan hutan tersebut, ± 46.363 ha atau 19,53% adalah kawasan hutan 

lindung. Kawasan Hutan Lindung (HL) Jompi memiliki luas ±1.927 ha atau 4,2% dari luas Kawasan 

Hutan Lindung di Kabupaten Muna. Dari luas Kawasan HL Jompi tersebut, ± 1.233 ha atau 63,99% 

adalah hutan jati alam dan ± 694 ha atau 36,01 % adalah hutan campuran. Kawasan HL Jompi telah 

mengalarni  kerusakan yang cukup serius ± 1.080 ha atau 56,05% (Seluruhnya hutan jati) sudah rusak 

dan ± 263 ha atau 13,65% terancam rusak dan ± 578 ha atau 30% dalam keadaan aman (Kadishut 

Kabupaten Muna, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Relisasi pengelolaan 

Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna. 2) Merumuskan kebijakanpelestarianpada kawasan tersebut.  

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini bertempat di Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna dan sekitarnya (lihat 

Gambar 1). Adapun pelaksanaannya berlangsung pada bulan Juni-Juli tahun 2021. Alat yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu : alat tulis-menulis, Global Positioning System (GPS) dan kamera 

digital. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar kuisioner. 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian pengelolaan dan kebijakan pelestarian kawasan HL Jompi 

di Kabupaten Muna 

Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejumlah individu yang terkait dengan 

pengelolaan HL Jompi yaitu para birokrasi dari instansi terkait (Pemerintah Daerah Kabupaten 

Muna), tokoh masyarakat sekitar kawasan HL Jompi, pemerhati lingkungan/Akademisi, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat perambah. Sampel yang digunakan dalam  penelitian 

ini adalah sejumlah individu (responden) yang mewakili setiap kelompok masyarakat dari masing-

masing populasi. Penentuan sampel (responden) dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 orang diantaranya yaitu: birokrasi dari 

instansi terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Papantiri Kabupaten Muna 1 orang, 

tokoh masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi 1 orang, pemerhati lingkungan/akademisi 1 orang, 

LSM 1 orang dan  masyarakat perambah 3 orang. Meskipun jumlah responden tidak banyak, akan 

tetapi sampel tersebut sengaja dipilih, yang dianggap mengetahui dengan betul kondisi lokasi 

penelitian, sehingga dapat memberikan informasi dengan baik.  

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: a) Wawancara yaitu dilakukan secara mendalam 

(indepth interview) dengan para pejabat atau pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan 

penelitian dengan berpedoman pada interview guide (pedoman wawancara). b) Observasi yaitu 

melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian terutama dalam kaitannya dengan evaluasi 

pengelolaan dan upaya konservasi Kawasan HL Jompi. 

 Analisa data dilakukan secara deskriptif analitis kualitatif terkait dengan fungsi Pengelolaan 

hutan berupa perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk merumuskan kebijakan pelestarian Kasawan HL 

Jompi, maka dilakukan kajian perbaikan dari fungsi pengelolaan hutan tersebut. Kelemahan yang 

terdapat dalam evaluasi pengelolaan HL, menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan solusi 

kebijakan yang sesuai, sehingga dimasa-masa mendatang Kawasan HL Jompi menjadi lestari. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi  

1. Perencanaan  

a. Hutan Lindung Jompi 

Kawasan HL Jompi merupakan Kawasan HL yang memiliki luas ±1.927 ha atau 4,2% dari luas 

Kawasan HL di Kabupaten Muna. Dari luas Kawasan HL Jompi tersebut ± 944,23 ha atau 49% 

telah mengalami kerusakan dan ± 982,77 ha atau 51% tergolong baik sebagaimana ditunjukkan 

pada Tabel 1. 

    Tabel 1. Kondisi Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna 

Fungsi Hutan Keterangan Luas Lahan (Ha) % 

HL Jompi 

 1.927 100 

Baik 982,77 51 

Rusak 944,23 49 
          Sumber:(Kadishut Kabupaten Muna, 2021) 

b. Rencana Kegiatan Pengelolan Kawasan Hutan Lindung Jompi 

 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai 

kewenangan Pemerintah Daerah pasal 7 ayat (4) ditegaskan bahwa urusan pilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) antara lain huruf (c) kehutanan.  Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

dengan pelaksana tugas KPHP Papantiri menjelaskan bahwa ”rencana pengelolaan HL Jompi  baik 

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 

Menengah (RPHJM) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJK) belum disusun, hal 

ini disebabkan karena status KPHP Papantiri yang dibentuk tahun 2015 yang sebelumnya Dinas 

Kehutanan Kabupaten Muna statusnya belum defenitif, sehingga dalam pengelolaannya berada di 

bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dalam 

mengelola kawasan hutan, sejak tahun 2001 mengacu pada Peraturan Bupati Muna Nomor 52 

Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna 

perubahan dari Keputusan Bupati Muna Nomor 34 tahun 2001”. 

2. Struktur Organisasi  

 Sebelum dibentuk KPHP Papantiri tahun 2015, bentuk dan struktur Organisasi pengelolaan 

Kawasan HL Jompi sejak tahun 2001 sesuai dengan Keputusan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Kehutanan Kabupaten Muna dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 52 

Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna.  

Dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa susunan 

Orgainasi Dinas Kahutanan terdiri dari: (a) Kepala Dinas; (b) Sekretariat; (c) Bidang Bina Hutan; 

(d) Bidang Perencanaan Hutan; (e) Bidang Bina Produksi; (f) Bidang Perlindungan Hutan; (g) Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan (h) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi 

Dinas Kehutanan Kabupaten Muna berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 

disajikan pada Gambar 2. 

3. Pelaksanaan 

 Rencana pengelolaan Kawasan HL Jompi berdasarkan  data dari Dinas Kehutanan 

Kabupaten Muna tahun 2021 meliputi: penataan kawasan, penggunaan kawasan, rehabilitasi hutan 

dan perlindungan kawasan. Rencana tersebut tidak diuraikan dengan tegas dan jelas sehingga dalam 
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pelaksanaan pengelolaannya tidak efektif (Sadad, 2018). Berdasarkan observasi yang dilakukan di 

dalam Kawasan HL Jompi bahwa rencana pengelolaan  belum sepenuhnya dilaksanankan karena 

realita yang terjadi  yaitu : 

 

a. Penataan Kawasan  

 Pembagian blok-blok berdasarkan ekosistem dan tipe hutan di dalam Kawasan belum 

dilakukan berdasarkan hasil observasi di lapangan. Ditemukan belum adanya blok/zonasi 

berdasarkan ekosistem dan tipe  hutan. Justru yang terjadi adalah masyarakat sekitar kawasan hutan 

menggunakan lahan kritis yang ada di dalam Kawasan HL Jompi sebagai lahan pertanian (Gambar 

3a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Muna 

 Pemeliharaan tata batas berupa pal batas juga belum dilakukan sepenuhnya dengan baik, tata 

batas hanya ditemukan di Desa Watoputeh itu pun hanya berbentuk papan nama kawasan (Gambar 

3b) serta pembatas pagar kayu yang sudah rusak yang berada di Desa Labaha dan Desa Wawesa. 

Kondisi ini menunjukkan batas antara kebun masyarakat dengan Kawasan HL Jompi akan sulit 

dibedakan dan hanya bisa dideskripsikan oleh masyarakat pemilik kebun (Sadad, 2018). 

Pengamatan/observasi di lapangan juga dilakukan pada batas terluar Kawasan HL Jompi yang 

bersentuhan langsung dengan kebun masyarakat di Desa Watoputeh. Justru ditemukan sebahagian 

besar kebun masyarakat di Desa Watoputeh berada di dalam Kawasan HL Jompi (sebanyak 17 titik 
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pengamatan). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, sekaligus sebagai pemicu maraknya aktivitas illegal logging 

dan mendorong terjadinya penyerobotan hutan di Kawasan HL Jompi. 

  

Gambar 3. Kondisi Hutan Lindung Jompi, Keterangan : a. Penebangan pohon untuk lahan pertanian, b. 

papan nama hutan lindung tanpa pal batas (Data primer, 2021) 

b. Penggunaan Kawasan 

 Kegiatan penggunaan kawasan secara optimal akibat dorongan konsumsi masyarakat akan 

kayu menyebabkan terjadinya penurunan potensi tegakan (over cutting), bahkan kondisinya sangat 

memprihatinkan (Siadari et al., 2013). Hasil observasi di lapangan ditemukan terjadi ilegal loging 

dalam Kawasan HL Jompi di  beberapa lokasi seperti: Kelurahan Mangga Kuning, Kelurahan Laende 

dan  Desa Watoputeh. Selain itu, lahan kritis yang ada dalam Kawasan HL Jompi dijadikan sebagai 

lahan pertanian oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. 

c. Rehabilitasi Hutan  

 Pelaksanaan rehabilitas Kawasan HL Jompi tahapannya baru sampai pada pengukuran dan 

penetapan lokasi kegiatan. Untuk lokasi Rehabilitasi Lahan Kritis (RHK) daratan telah ditetapkan 

seluas 600 ha di lokasi-lokasi yang telah mengalami degaradasi hutan seperti Desa Watoputeh, Desa 

Bangakali, Kelurahan Laende, Kelurahan Mangga Kuning, Desa Labaha dan Desa Wawesa. 

Kegiatan RHK ini meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan penanaman/reboisasi, permasalahan 

yang ada di lapangan saat ini yaitu lokasi yang menjadi sasaran kegiatan RHK dalam hal ini Kawasan 

HL Jompi telah dirambah dan dijadikan kebun oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa  

kegiatan RHK belum dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara pelaksana tugas KPHP Papantari 

Kabupaten Muna alasan belum dilaksanakannya RHK dikarenakan “prosesnya masih dalam tahap 

tender/lelang”.  

d. Perlindungan Kawasan 

 Hasil temuan kayu di dalam Kawasan HL Jompi, membuktikan bahwa kurangnya 

perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Realitas lain yang 

membuktikan tidak efisiennya perlindungan Kawasan HL Jompi adalah kerusakan fasilitas 

perlindungan tegakan benih dalam Kawasan HL Jompi berupa pagar kawat berduri di sekitar tegakan 

benih seluas ±40 ha di Desa Wawesa, Desa Watoputeh dan Desa Bangkali yang dibangun dengan 

dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004/2005. Kerusakan yang 

sama juga terjadi pada pagar kawat berduri di sekitar tegakan benih seluas ±30 ha yang dibangun 

dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 Departemen 

Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial melalui Balai Perbenihan 

Tanaman Hutan Sulawesi (Kadishut Kabupaten Muna, 2021). 

a b 
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4. Evaluasi 

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 60 ayat (1), 

menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan 

kehutanan. Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai 

pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus 

merupakan umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut (Lusiah, 

2015 ; Fardusi et al., 2017 ; Khanal and Straka, 2020). Dinas Kehutanan sebagai pihak yang 

berwewenang di dalam mengelolaan kawasan hutan, harus melakukan pengawasan hutan sebagai 

mana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 60 ayat 

(1). Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, 

maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan (Tajuddin et al., 2019 ; Ota et 

al., 2020; Djafar et al., 2023). Kegiatan pengelolaan hutan dalam bentuk pengawasan harus 

melibatkan partisipasi masyarakat, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya terutama 

masyarakat (Riva et al., 2013 ; Anomsari, 2013 ; Arifandy dan Sihaloho, 2015 ; Ardiyanto et al., 

2022) yang berada di sekitar Kawasan HL Jompi untuk berperan dalam pelaksanaan pengawasan 

pembangunan kehutanan.  

Kebijakan Konservasi  

1. Desain Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Serta Penataan Kawasan 

 Penunjukkan dan penetapan Kawasan HL oleh Pemerintah pada dasarnya ditujukan  untuk 

menghindari pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali sehingga menyebabkan 

kerusakan lingkungan. Pemerintah Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Kehutanandan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan KL, menyebutkan enam kriteria 

hutan lindung yaitu: 1) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan ≥ 40%, 2) Mempunyai 

ketinggian di atas permukaan laut ≥ 2000 meter, 3) Kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah 

dan intensitas hujan, 4) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan 

lereng lapangan lebih dari 15%, 5) Kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan 6) Kawasan 

hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan HL terbatas pada pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan HHBK. Pemanfaatan kawasan pada HL dapat 

berupa pemanfaatan  jasa lingkungan seperti bentuk usaha yang memanfaatkan  potensi HL dengan 

tidak merusak lingkungan seperti ekowisata,wisata olah raga, pemanfaatan air, dan perdagangan 

karbon (Nurdin dan Saelan, 2019 ; Samperompon and Mahbub, 2021 ; Wiyono et al., 2020). Bentuk-

bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan  

kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian HL. 

 Upaya konservasi juga harus memperhatikan prinsip pemanfaatan untuk lebih 

mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan hutan (Sitaresmi et al., 2023). Oleh karena itu, dengan 

memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi dalam menyusun rencana 

pengelolaan kawasan, persoalan yang berhubungan dengan masyarakat akan dapat dikurangi. 

Koordinasi dengan instansi terkait, akan lebih menyelaraskan antara kegiatan pembangunan dengan 

konservasi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan Kawasan HL Jompi harus 

melibatkan masyarakat agar kelestarian suatu kawasan hutan tetap terjaga dan bermanfaat bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam kelola kawasan sangat 

penting, tanpa partisipasi nyata masyarakat sekitar tidak mungkin suatu kawasan hutan akan lestari 

(Astuti et al., 2020). Menyangkut kepentingan para pihak, maka diperlukan kolaborasi dalam rangka 
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pengelolaan Kawasan HL Jompi. Usulan model desain perencanaan pengelolaan dan penataan 

Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna disajikan pada Gambar 3. 

Perlu adanya kegiatan nyata dalam pengelelolaan Kawasan HL Jompi dalam hal ini sebagai bentuk 

dari upaya konservasi karena melihat kondisi Kawasan HL Jompi mengalami kerusakan yang cukup 

serius. Kegiatan-kegiatan nyata yang harus dilakukan berupa : peningkatan keterampilan dan 

kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta adanya kesempatan pemanfaatan 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Mahyuddin et al., 2021) di  dalam Kawasan HL Jompi. Perlu 

dilakukan pembagian blok atau zonasi berdasarkan ekosistem dan tipe di dalam kawasan HL, 

sehingga jelas wilayah mana yang boleh dilakukan pemanfaatan dan budidaya dan mana yang tidak 

boleh. Pengelolaan Kawasan HL Jompi yang memperhatikan aspirasi masyarakat perlu dilakukan 

agar mereka dapat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis serta terus dibina, 

dipertahankan dan dikembangkan sehingga kesejahteraan masyarakat bertambah sehingga Kawasan 

HL Jompi serta lingkungannya tetap terjaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Usulan model desain perencanaan pengelolaan dan penataan Kawasan Hutan Lindung Jompi 

Kabupaten Muna. 

2. Desain Organisasi Pengelolaan Hutan Lindung 

 Organisasi pengelolaan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna dibentuk berdasarkan 

Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa susunan Orgainasi 

Dinas Kahutanan terdiri dari: (a) Kepala Dinas; (b) Skeretariat; (c) Bidang Bina Hutan; (d) Bidang 

Perencanaan Hutan; (e) Bidang Bina Produksi; (f) Bidang Perlindungan Hutan; (g) Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD); dan (h) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi ini dibentuk 

dengan tujuan mengelola hutan dengan baik sehingga hutan tetap lestari. Tetapi kenyatan yang 

terjadi sebaliknya, kondisi hutan di Kabupaten Muna baik HL mengalami kerusakan yang cukup 

tinggi. Ini membuktikan bahwa pengelolaan Kawasan Hutan di Kabupaten Muna oleh Dinas 
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Kehutanan  dengan bentuk Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 52 

Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) kurang efektif dalam mengelola hutan.  

 Beberapa kenyataan  sebelumnya dapat dijadikan alasan yang rasional  penuntasan 

pembentukan Wilayah KPH di tingkat Kabupaten Muna sebagaimana amanat Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 17 ayat (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan 

dilaksanakan untuk tingkat : (a) propinsi; (b) kabupaten; dan (c) unit pengelolaan. Untuk 

mewujudkan pengelolaan Kawasan HL Jompi yang efisien dan lestari harus melalui penataan 

kelembagaan pembentukan KPHP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan pasal 26 ayat (1) menyatakan Pembentukan wilayah 

pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Secara 

yuridis formal amanat pembentukan KPH di tingkat Kabupaten Muna telah dituangkan dalam 

Peraturan Bupati Muna  Nomor 52 Tahun 2008 pasal  19 ayat (3) tentang fungsi dan tugas seksi 

pengukuhan dan penatagunaan, huruf j: ”penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelola hutan”. 

Realisasi pembentukan KPH tingkat Kabupaten Muna mandek pada tahap Rekomendasi Bupati 

Muna dengan surat nomor 522/184 tanggal 9 Januari 2006 perihal Pembentukan KPHP, pada poin 

3 dijelaskan bahwa Unit KPHP di Kabupaten Muna terdiri dari 4 unit dengan rincian: a) unit 6 seluas 

3.040 ha; b) Unit 7 seluas 28.485 ha; c) Unit 8 seluas 3.342 ha; dan unit 9 seluas 16.610 ha.  

Model/bentuk struktur Organisasi dalam mengelola hutan di Kabupaten Muna guna mengembalikan 

kelestarian kawasan hutan baik HL maupun HP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 61 tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi  dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan HL dan 

KPHP di Daerah, maka organisasi pengelola hutan di daerah dibagi menjadi 2 (dua) kategoriyaitu: 

1. Tipe A perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

2. Tipe B perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

Berdasarkan Peraturan tersebut, maka yang cocok/sesuai untuk diterapkan dalam Organisasi 

pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Muna khususnya pengelolaan Kawasan Hutan Lindung 

Jompi yaitu Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten/Kota tipe B, dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Desain Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kawasan HL Jompi 

 Kabupaten Muna. 

 

3. Desain Implementasi  Konservasi  Hutan Lindung 

 Pengelolaan Kawasan HL Jompi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pemberdayaan masyarakat di sekitar  kawasan. Semua pihak harus tertanam rasa saling memiliki 

terhadap program kegiatan yang telah disepakati bersama Pemerintah Kabupaten dan LSM. 

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan lindung ke depan 

yaitu : 
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1) Inventarisasi potensi, untuk mengetahui data dan informasi sebenarnya di dalam Kawasan HL 

Jompi perlu dilakukan kegiatan inventarisasi potensi yang meliputi: keunikan, keendemikan, dan 

kerusakan Sumberdaya Alam dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a) Survei tingkat 

kerusakan, inventarisasi tingkat kerusakan Kawasan HL Jompi perlu dilakukan mengingat sampai 

saat ini belum ada data yang pasti baik potensi tegakan dan areal yang telah rusak. Kawasan HL 

Jompi telah mengalami kerusakan dan di beberapa lokasi sebagian sudah hilang vegetasinya seperti: 

Kelurahan Laende, Kelurahan Manggakuning, Desa Watoputeh, Desa Labaha, Desa Wawesa dan 

Desa Bangkali. Agar pelaksanaan inventarisasi menghasilkan data yang lengkap dan transparan 

perlu  melibatkan masyarakat setempat. b) Survei flora dan fauna, inventarisasi ulang dilakukan 

terhadap penyebaran populasi masing-masing jenis flora/fauna di dalam Kawasan HL Jompi, 

merupakan salah satu unsur kegiatan pengelolaan yang penting. Kegiatan survey dan   pemantauan 

flora/fauna serta ekosistemnya dapat dilakukan  dengan kerjasama Pemerintah Daerah maupun 

lembaga non Pemerintah Daerah, antara lain : Dinas Kehutanan Kabupaten dan Lembaga LSM. 

Masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi juga merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam 

pelaksanaan kegiatan ini. Dalam kesehariannya tentu masyarakat setempat tersebut lebih tahu dan 

mengenal apa yang terjadi di Kawasan HL Jompi dan sekitarnya. Informasi dari masyarakat akan 

dapat melengkapi data yang diperlukan. c) Pembaharuan data dan informasi, hasil  inventarisasi 

dipergunakan sebagai bahan  informasi untuk memperbaiki dan   memperbaharui  data terkait  dengan  

keberadaan Kawasan HL Jompi dan pengelolaannya. Dengan demikian buku informasi tentang 

Kawasan HL Jompi dan upaya konservasi lainnya dapat diketahui masyarakat luas dan sesuai dengan 

perkembangannya. Bentuk lain  informasi tentang  Kawasan HL Jompi dapat melaui brosur, media 

cetak dan elektronik.  

2) Pembangunan sarana dan prasarana, perlunya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana dalam 

pengamanan Kawasan HL Jompi sangat mendukung efektifas kinerja pegawai bidang pengamanan 

kawasan hutan yakni Polisi Hutan (Polhut). Pengadaan sarana  dan prasarana tersebut untuk 

mendukung Kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pengelolaan Kawasan HL Jompi yang 

mencakup aspek kegiatan pelestarian dan pemanfaatan. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara 

lain yaitu: a)  Membangun dan menambah pos-pos penjagaan pada lokasi kawasan hutan yang 

dianggap rawan. b) Menambah Personel Polisi hutan (Polhut) guna menyeimbangkan antara jumlah 

personel Polhut dan luas kawasan hutan, hal ini dimaksudkan agar semua kawasan hutan termasuk 

Kawasan HL Jompi di Kabupaten Muna dapat dijaga, diperhatikan dan dijangkau sehingga aktifitas-

aktifitas yang dapat merusak kawasan hutan dapat ditekan. c) Pengadaan kendaraan dinas bidang 

pengamanan hutan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menjangkau lokasi-lokasi yang 

akan dijaga/diamankan tiap personel khususnya Polhut bidang pengamanan hutan. d)  Pelatihan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tujuan dari PPNS adalah untuk meningkatkan mutu kualitas 

pegawai dinas kehutanan khususnya bidang pengamanan hutan sehingga tersedianya PPNS dalam 

lingkup dinas kehutanan di Kabupaten Muna. Tugas dari PPNS adalah melakukan penyidikan yang 

berkaitan terhadap pelanggaran Undang-Undang kehutanan.  

3) Membuat dan memperbaiki patok batas Kawasan HL Jompi, melakukan penataan batas Kawasan 

HL Jompi dengan cara pembuatan batas kawasan hutan berupa pemancangan sementara tata batas 

dan pemancangan batas definitif tata batas terhadap tanda/pal batas yang telah mengalami kerusakan. 

Dilakukan rekonstruksi/pemasangan kembali pemeliharaan tanda/pal batas luar kawasan HL, agar  

kondisi tersebut tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. 
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4)  Melakukan penanaman reboisasi, dimana harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penanaman 

dilakukan di lokasi-lokasi dalam Kawasan HL Jompi yang telah rusak guna mengembalikan 

kelestarian hutan. 

4. Pemberdayaan Masyarakat  Sekitar Kawasan Huta Lindung 

 Masyarakat sekitar  Kawasan HL Jompi  pada dasarnya adalah memiliki kemampuan yang  

cukup memadai dalam melakukan kegiatan yang sudah  menjadi rutinitas dalam kesehariannya. 

Mereka cukup  memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bertani,beternak dan memahami secara 

baik manfaat dan status keberadaan kawasan hutan. Berdasarkan wawancara dari beberapa orang 

masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi, mereka menyadari dan memahami status dan fungsi hutan 

serta akibat yang ditimbulkan jika hutan rusak dan memahami bahwa sistem bertani yang dilakukan 

saat ini  tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya jika sarana dan prasarana 

pendukung tidak tersedia. Perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Muna (Dinas 

Kehutanan) sebagai pihak pengelola Kawasan HL Jompi selain melestarikan kawasan HL, harus 

juga mengupayakan pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi.  

Hamid (2018) menjelaskan bahwa kelembagaan Pemerintah yang mengurus sumberdaya hutan 

tersebut juga harus menghormati serta melakukan pemberdayaan  masyarakat dan interaksi setara 

dengan lembaga baik formal maupun informal yang telah ada, dan juga menghormati lembaga yang 

telah tumbuh dan memiliki keberadaan dimasyarakat ataupun lembaga kolektif yang harus 

ditumbuhkan dalam mengakses semua kepentingan. Konteks kelembagaan bukan formal yang 

relevan untuk ditumbuhkan atau dibina dalam hubungan dengan pengelolaan Kawasan HL Jompi 

adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan mengadopsi pengelolaan Kaindea pada Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR). Kaindea adalah  sistem pengelolaan hutan masyarakat yang dimilkki secara komunal 

(adat atau keluarga). Dalam bahasa lokal di Pulau Muna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi 

Tenggara arti Kaindea adalah pepohonan yang tumbuh di atas lahan milik bekas kebun atau bekas 

pemukiman yang telah ditinggalkan beberapa puluh tahun yang lalu yang biasanya terdiri dari kelapa, 

mangga, ketapang, cendrana, beringin, enau, rotan, jeruk, kapuk, jambu mete, jati, wou (bahasa 

daerah), dan bambu serta beberapa jenis kayu rimba dengan pengelolaan milik keluarga tertentu.  

 Pengintegrasian pengetahuan lokal (pengelolaan Kaindea) yang dikembangkan dengan tepat 

melalui inovasi-inovasi ilmiah dalam pengelolaan Kawasan HL Jompi disebut sebagai 

Etnokehutanan. Menurut Amenu (2017), Etnoforestri mengacu pada pengetahuan tradisional, 

praktik, dan sistem pengelolaan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam kaitannya dengan hutan 

dan sumber daya hutan. Ini melibatkan pemanfaatan dan konservasi hutan secara berkelanjutan 

berdasarkan nilai-nilai budaya, sosial, dan ekologi serta kebutuhan masyarakat tersebut. Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 3 huruf (d) menjelaskan bahwa “ 

Penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan 

berkelanjutan dengan: meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 

keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berbawawasan lingkungan sehingga 

mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan akibat dari perubahan 

eksternal”. 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 3 huruf 

(d) guna melestarikan kawasan hutan serta memperdayakan masyarakat sekitar Kawasan HL 

Jompi, untuk itu bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi yang 

harus dilakuakan oleh Dinas Kehutanan yaitu: pendampingan, pembinaan, pelayanan, pelatihan, 

kursus, bantuan modal usaha, penyediaan infrastrukur, penyediaan sarana produksi yang 

berhubungan dengan profesi dan kondisi sosial budaya serta potensi yang dimiliki masyarakat. 
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Beberapa potensi yang dapat  dikembangkan adalah tinggi jumlah penduduk usia produktif, adanya 

kemauan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap profesinya, lahan 

pertanian belum diolah secara optimal, dan masyarakat masih memiliki modal sosial yang relative 

kuat (FAO, 2017). Oleh karena itu, agar potensi ini dapat dikembangkan maka diperlukan dukungan 

semua pihak, terutama Pemerintah dalam hal penyedian sarana dan prasarana pendukung yang 

memadai dan pembiayaan serta bersama-sama pihak swasta, LSM, pemerhati lingkungan  untuk 

melakukan kegiatan pendampingan, pembinaan, pelayanan, pelatihan dan kursus yang berpotensi 

meningkatkan kemampuan masyarakat (Abiddin et al., 2022) sekitar Kawasan HL Jompi. 

5. Sosialisasi Konservasi Kawasan  Hutan Lindung 

 Guna menjaga kesinambungan penetapan pencapaian hasil-hasil pembangunan di bidang 

kehutanan Kabupaten Muna khususnya Kawasan HL Jompi, maka perlu dilakukan sosialisasi oleh 

Pemerintah Daerah terhadap msyarakat sekitar Kawasan HL Jompi. Melihat kondisi kerusakan 

kawasan HL Jompi, maka Dinas Kehutanan harus melakukan pengembalian kelestarian Kawasan 

HL Jompi, dengan upaya konservasi dan melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan yang akan 

menjadikan sebuah solusi pengembalian kelestarian hutan. Kegiatan sosialisasi konservasi Kawasan 

HL Jompi yang perlu dilakukan oleh Dinas Kehutanan, yaitu: 

1. Sosialisasi Undang-Undang, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai 

perundang-undangan dan kebijakan kehutanan (Sulaeman and Fatwansyah, 2019). 

2. Penyuluhan kehutanan, intensitas penyuluhan kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu 

mendukung pembangunan kehutanan sehingga terwujud masyarakat mandiri berbasis pembangunan 

kehutanan yang berkelanjutan (Damanik and Purwoko, 2023).Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan Pasal 56 ayat 1, menyebutkan bahwa “Penyuluhan bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar 

mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Realisasi pengelolaan Kawasan HL Jompi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna belum sesuai 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu: UU No.41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan pasal 21 huruf (a), pasal 22 ayat 2,3 dan 4, pasal 59 dan pasal 60 ayat (1) dan 

(2)), PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Kepres No. 32 Tahun 1990 

tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, sehingga belum menjamin pelaksanaan 

pengelolaan Kawasan HL Jompi yang lestari. 

2. Kebijakan konservasi yang perlu dilakukan di Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna yaitu desain 

perencanaan dan penataan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna, serta untuk mendukung aspek-

aspek kegiatan konservasi kawasan hutan lindung, maka diperlukan model/bentuk struktur 

Organisasi yaitu desain Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Kawasan HL Jompi Kabupaten 

Muna berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 61 tahun 2010 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelola Hutan Lindung dan Kesatuan 

Pengelola Hutan Produksi di Daerah yaitu Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten/Kota tipe 

B. 
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